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 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Pajak merupakan penerimaan 

terbesar bagi negara. Adanya wewenang pemerintah pusat kepada daerah tentang 

otonomi daerah untuk mengurus sendiri pemerintahanya terutama pada 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari pajak dan 

retribusi daerah. Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini meliputi : (1) 

Mempelajari tentang pajak daerah khususnya pajak Hotel yang meliputi 

pendataan dan penetapan, (2) membantu tugas administrasi dan pembukuan yang 

ada di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Besarnya tarif 

yang digunakan dalam menentukan besarnya pajak yang terhutang ditetapkan 

sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) sedangkan tarif untuk pajak hotel  

ditetapkan berdasarkan Salinan Keputusan Bupati. 

Pendataan pajak hotel dilakukan setelah adanya bangunan usaha dan 

menjalankan usaha bangunan hotel selama satu bulan pertama semenjak 

berjalannya usaha, objek pajak yang nantinya akan diterbitkan NPWPD baru dan 

SPT untuk memberitahukan terkait dengan data objek pajak hotel. Pendaatan 

dilakukan oleh petugas sesuai dengan data objek pajak. Penetapan pajak hotel 

dilakukan setelah dihitung besarnya pajak yang terhutang melalui Surat Ketetapan 

Pajak Daerah (SKPD) yang telah ditandatangani oleh kepala bagian penetapan 

dan selanjutnya melakukan pembayaran ke Bank jatim setelah bayar akan 

mendapatkan stempel tanda lunas dan dilakukannya penghapusan hutang pajak 

pada sistem.  
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BAB.1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang mempunyai potensi ekonomi tinggi, 

sumber daya alam yang berlimpah dan manajemen fiskal yang bijak, ekonomi di 

mana peranan badan usaha sangatlah penting untuk penerimaan kas negara 

sebagai asumsi untuk belanja negara dengan dikenakan pajak atas usaha tersebut 

atau disebut Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan juga atas orang pribadi yang 

mempunyai penghasilan melebihi batas minimum sesuai dengan peraturan 

perpajakan Indonesia, maka upaya ini akan dapat meningkatkan pendapatan 

negara dalam sektor perpajakan selain sektor lainnya yang hanya lebih sedikit 

dalam memberikan peranan terhadap kas negara. 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan 

untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat indonesia. Menurut 

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 perubahan ke tiga atas Undang-Undang No. 

6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya 

dilakukan oleh masyarakat dengan pemerintah, oleh karena itu peran kesadaran 

masyarakat dalam upaya pembiayaan pembangunan Nasional Indonesia harus 

ditingkatkan. Jenis pungutan Indonesia terdiri dari pajak Negara (pajak pusat), 

Pajak Daerah, bea dan cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Salah 

satu pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah (APBD) adalah pajak Daerah. 

Pajak  Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, 
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dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan daerah bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Pemungutan   pajak   daerah   oleh   pemerintah   daerah   propinsi   

maupun kabupaten/kota diatur oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Jenis 

pajak daerah sebagaimana yang ada dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 

2009 antara lain sebagai berikut : 

1. Jenis Pajak Propinsi : 

a. Pajak Kendaraan Bermotor; 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

d. Pajak Air Permukaan; dan 

e. Pajak Rokok. 

2. Jenis Pajak kabupaten/kota : 

a. Pajak Hotel; 

b. Pajak Restoran; 

c. Pajak Hiburan; 

d. Pajak Reklame; 

e. Pajak Penerangan Jalan; 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

g. Pajak Parkir; 

h. Pajak Air Tanah; 

i. Pajak Sarang Burung Walet; 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan 

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

Perlu kita ketahui sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem 

self assesment  adalah sistem yang memberi wewenang kepada wajib orang 

pribadi atau badan untuk menghitung, menetapkan, membayar, dan melaporkan 

pajaknya sendiri. Fiskus dalam hal ini aparat Direktorat Jenderal 

Pajak/Pemerintah Daerah hanya menjalankan fungsi pembinaan, penelitian, 

pengawasan ,dan penerapan sanksi administrasi perpajakan, penagihan pajak 
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sistem self assesment dilaksanakan sedini mungkin sejak timbulnya hutang pajak 

atau sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak. 

Pajak Daerah yang diperoleh Pemerintah Daerah akan sangat memberi 

potensi besar dalam menjalankan progam-progam yang telah direncanakan oleh 

Pemerintah Daerah. Jika kesadaran dari wajib pajak belum terpenuhi untuk 

membayar pajak akan sangat memungkinkan untuk menghambat program-

program dalam meningkatkan kemakmuran perekonomian Daerah, karena dengan 

tidak membayar pajak maka penerimaan kas yang seharusnya diterima Daerah 

tidak akan diterima oleh Daerah. Mesikipun Pajak Daerah merupakan beban bagi 

wajib pajak, namun guna membantu Daerah mengamankan sektor penerimaan kas 

Daerah, wajib pajak harus menigkatkan kesadaran untuk memenuhi kewajiban 

pajaknya meskipun tidak dapat imbalan secara langsung. Untuk itu keasadaran   

dari para penyelenggara bangunan Hotel untuk membayar pajak sangat 

menentukan dan membantu dalam penerimaan kas Daerah. 

Pelakasanaan wewenang tersebut pemerintah daerah bersama perangkat 

daerah menyusun kebijakan sumber penerimaan daerah dengan menetapkan pajak 

dan retribusi sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penyusunan kebijakan 

daerah dalam menetapkan pajak dan retribusi daerah harus berlandaskan pada 

Undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pajak dan retribusi 

daerah ditetapkan berdasarkan  potensi yang dimiliki oleh setiap daerah. 

Pajak daerah yang dikelolah oleh Dinas Pendapatan Kabupaten 

Banyuwangi merupakan Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi 

cukup besar terhadap penerimaan kas daerah. Setiap jenis pajak daerah yang 

dikelolah oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi yang 

berbeda-beda. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menetapkan target penerimaan 

masing-masing jenis pajak berbeda-beda sesuai dengan potensi yang dimilikinya. 

Adapun target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Banyuwangi 

pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah     

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 

No. Jenis Pajak Target Penerimaan 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Persentase 

(%) 

1. Pajak Hotel 1.840.000.000,00 3.368.454.736,00 183,07 % 

2. Pajak Restoran 2.800.000.000,00 4.953.007.419,00 176,86 % 

3. Pajak Hiburan 901.500.000,00 1.370.498.982,00 152,02 % 

4. Pajak Reklame 2.176.500.000,00 2.242.294.638,00 103,02 % 

5. Pajak 

Penerangan  

Jalan 

45.504.997.546,00 44.754.343.848,00 98,35 % 

6. Pajak Mineral 

Bukan Logam 

dan Batuan 

1.699.000.000,00 2.176.555.481,15 128,11 % 

7. Pajak Parkir 250.000.000,00 421.861.800,00 168,74 % 

8. Pajak Air Bawah 

Tanah 

1.465.000.000,00 2.318.805.394,00 158,28 % 

9. Pajak Bumi dan 

Bangunan 

24.500.000.000,00 25.930.251.200,00 105,84 % 

10. Pajak Bea 

Perolehan Hak 

atas Tanah dan 

Bangunan 

15.500.000.000,00 28.968.946.929,00 186,90 % 

11. Retribusi Daerah  26.970.369.735,00 31.303.398.937,00 116,07 % 

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, tahun 2016 

Berdasarkan tabel tersebut saya bisa menyimpulkan bahwa pajak hotel 

merupakan salah satu jenis pajak yang mempunyai realisasi yang tidak tinggi 

maupun rendah ada di tengah-tengah realisasi pajak lainnya. Dari target dan 

realisasi tersebut pajak hotel memperoleh realisasi melebihi dari target yang di 

tentukan pada tahun itu yaitu dengan realisasi Rp 3.368.454.736,00 dengan target 
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Rp 1.840.000.000,00 dan dengan persentase 183,07%.  Jadi, pajak hotel memiliki 

cukup kontribusi terhadap penerimaan kas daerah yang telah di targetkan. 

Namun potensi pajak hotel pada setiap tahunnya mengalami peningkatan 

yang cukup dan bisa memenuhi target yang telah di tetapkan karena semakin 

bertumbuhnya suatu bangunan untuk hotel. Berikut penerimaan pajak hotel dalam 

kurun waktu 3 tahun trakhir: 

Tabel 1.2 Target dan Penerimaan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan   

Kabupaten Banyuwangi (Tahun 2013, 2014 dan 2015) 

No 
Tahun 

Anggaran 

Target Penerimaan 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Persentase 

(%) 

1 2013 171.602.586.394,67 183.024.155.839,06 106.66 

 2 2014 225.108.843.353,75 283.326.689.233,03 125.86 

 3 2015 303.235.751.986,52 346.712.332.442,82 114.34 

 Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, tahun 2016 

Tabel penerimaan pajak hotel daerah kabupaten Banyuwangi tersebut 

menunjukan peningkatan target dan realisasi penerimaan. Walaupun persentase 

penerimaan setiap tahunya tidak mengalami kenaikan yang signifikan tetapi 

realisasi penerimaanya selalu memenuhi target yang ditetapkan. Kenaikan tersebut 

terjadi karena besarnya potensi penerimaan yang dimiliki oleh pajak hotel selalu 

mengalami peningkatan hal tersebut dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang 

terdaftar dan tingkat bangunan untuk hotel yang sangat pesat tiap waktu dengan 

semaraknya pengunjung atau pendatang ke kabupaten Banyuwangi untuk potensi 

pariwisata. 

Sistem pemungutan pajak hotel di Kabupaten Banyuwangi menggunakan 

self assessment system sehingga sangat menguntungkan wajib pajak. Dalam 

pelaksanaanya masih ada wajib pajak yang belum sadar betapa pentingya 

membayar pajak dengan melakukan penghindaran pajak atau membayar pajak 

dengan sekecil mungkin. Hal ini menjadi tugas bagi petugas pendataan dan 

penetapan untuk mendatangi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibanya  

membayar pajak sehingga lebih aktif dalam memenuhi kewajibanya, untuk wajib 

pajak hotel sendiri 75% dari 100% udah mulai aktif dalam melakukan 
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kewajibannya sebagai wajib pajak, akan tetapi dari pihak fiskus harus kolektif 

dalam melakukan pendataan terhadap pajak hotel. 

Selama  mengikuti  Praktek  Kerja  Nyata,  penulis tertarik  mengambil 

tema pajak hotel karena penulis ingin mengetahui mekanisme pendataan dan 

penetapan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka Penulis memilih judul “Mekanisme 

Pendataan dan Penetapan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Banyuwangi”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang timbul adalah: 

Bagaimanan Mekanisme Pendataan dan Penetapan Pajak Hotel pada Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi ? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata 

1.3.1  Tujuan Praktek Kerja Nyata 

 Adapun tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah Untuk mengetahui 

Mekanisme Pendataan dan Penetapan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Banyuwangi  yang berwenang dalam menetapkan pajak daerah. 

1.3.2    Manfaat Praktek Kerja Nyata 

Adapun manfaat  pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah : 

a. Untuk  menambah  ilmu  pengetahuan,  keterampilan,  dan  

mendapatkan pengalaman sebelum terjun dalam dunia kerja yang 

sesungguhnya; 

b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta gambaran yang 

lebih jelas mengenai Mekanisme Pendataan dan Penetapan Pajak Hotel 

Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi; 

c. Memperoleh pengalaman kerja sebagai penerapan ilmu yang telah  

diperoleh selama menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Administrasi 

Program Studi Diploma  III  Perpajakan Ilmu Administrasi Fakultas 

Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas Jember; dan 
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d. Sebagai salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan 

Program Studi Diploma III Perpajakan Ilmu Administrasi Fakultas  

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pajak 

2.1.1 Pengertian Pajak 

Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi)  

yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan membayar keperluan umum. 

(Mardiasmo, 2002) 

Dari definisi pajak diatas dapat diuraikan bahwa pajak memiliki unsur-

unsur sebagai berikut: 

1. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada Negara. 

Yang berhak memungut pajak adalah Negara, baik melalui pemerintah pusat 

maupun daerah. Iuran yang dibayarkan berupa uang, bukan barang. 

2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang. 

Sifat pemungutan pajak adalah dipaksakan berdasarkan Undang-undang 

beserta peraturan pelaksanaanya. 

3. Dalam pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi secara langsung dari 

pemerintah. 

4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. 

 

2.1.2 Fungsi Pajak 

 Seperti dikutip dari Waluyo (2013:6) Disebutkan ada 2 fungsi pajak, yaitu: 

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter) 

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntunkan bagi 

pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh: Dimasukanya 

pajak dalam APBN sebagai penerimaan negeri. 

2. Fungsi Mengatur (Reguler) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya 
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pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras 

dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah. 

 

2.1.3 Wajib, Subjek dan Objek Pajak 

a. Wajib Pajak 

Adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak 

tertentu. 

b. Subjek Pajak 

Orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. 

c. Objek Pajak 

Bentuk kegiatan baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan yang 

bisa menimbulkan hutang pajak. 

 

2.1.4 Pengelompokan Pajak 

1. Menurut golongan 

A. Pajak langsung 

Menurut Waluyo (2013:12) bahwa pajak langsung adalah pajak yang 

pembebanannya tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus menjadi 

beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. 

Contoh: Pajak penghasilan.  

Ciri-Ciri dari Pajak Langsung; 

a.  Pengertian Administratif 

1) Harus dibayar langsung oleh Wajib Pajak 

2) Dibayar secara periodik oleh Wajib Pajak  

b.   Pengertian Ekonomi 

1) Tidak dapat dilimpahkan pada orang lain atau pihak ketiga  

(Harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak) 

2) Tidak dapat menaikan harga 
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B. Pajak tidak langsung 

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat 

dilimpahkaan kepada pihak lain. 

Ciri–ciri Pajak tidak langsung sebagai berkut: 

a. Dalam pengenaan administratif: 

Hanya dikenakan apabila terjadi peristiwa atau perbuatan yang 

dapat menyebabkan dikenakan pajak 

b. Dalam pengertian ekonomis: 

1) Dapat dilimpahkan pada orang lain 

2) Dapat menaikan harga 

2.   Menurut sifat 

a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Penghasilan 

b. Pajak  Objektif,  adalah  pajak  yang  berpangkal  pada  objeknya,  tanpa 

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah. 

3.   Menurut lembaga pemungutan 

a. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan

 digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah, Bea Materai dan Bea Perolehan atas Tanah dan 

Bangunan. 

b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan

 digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 

 

2.1.5 Tarif Pajak 

Waluyo (2013:18)  menyatakan Tarif pajak di Indonesia berbeda-beda 

sesuai dengan jenisnya, struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase 

tarif pajak dikenal 4 (empat) macam tarif, adalah sebagai berikut. 
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a. Tarif Pajak Proporsional (Sebanding) 

Tarif Pajak Proporsional yaitu tarif pajak berupa persentase tetap 

terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak.  

Contoh: dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan Barang 

Kena Pajak. 

b. Tarif Pajak Progresif 

Tarif Pajak Progresif yaitu tarif pajak yang persentasenya menjadi 

lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. 

Contoh: tarif Pajak Penghasilan. 

c. Tarif Pajak Degresif  

Tarif Pajak Degresif yaitu persentase tarif pajak yang semakin 

menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pajak menjadi semakin besar.  

d. Tarif Pajak Tetap  

Tarif Pajak Tetap yaitu tarif  berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) 

terhadap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena 

itu, besarnya pajak yang terutang adalah tetap. Contoh: Tarif bea materai. 

 

2.1.6 Asas Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011:7) kebijakan pemungutan pajak yang 

dilakukan oleh Negara didasarkan atas tiga macam asas, yaitu: asas domisili, asas 

sumber, asas kebangsaan. Pengertian darimasing-masing  asas tersebut  adalah 

sebagai berikut: 

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal) 

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib 

pajak yang bertempat di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam 

maupun luar negeri. Asas ini berlaku terhadap wajib pajak dalam negeri. 

b. Asas Sumber  

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di 

wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. 
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c. Asas Kebangsaan 

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. 

Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang 

bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini 

berlaku untuk wajib pajak luar negeri. 

 

2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak 

Mardiasmo (2011:7) mengemukakan bahwa dalam melaksanakan 

pemungutan pajak terdapat beberapa system yang perlu diperhatikan ada 

beberapa system yang biasa digunakan. Diantaranya yaitu: 

a. Official Assessment System 

Official Assessment System adalah system pemungutan pajak 

kewenangan sepenuhnya dipegang oleh fiskus untuk menentukan besarnya 

jumlah pajak yang terhutang dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif dalam 

menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang. Berdasarkan pengertian 

diatas ciri-ciri dari Official Assessment System yaitu: 

1) Fiskus memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang; 

1) Wajib pajak bersifat pasif; 

2) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan suratketetapan oleh fiskus 

Contoh: Official Assessment System adalah Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB), Pajak, dan Kendaraan Bermotor. 

b. Self AssessmentSystem 

Self Assessment System adalah suatu system pemungutan pajak yang 

kewenangan sepenuhnya berada diwajib pajak. Dalam sistem ini wajib pajak 

diharuskan untuk berperan aktif dalam proses pemungutan pajak seperti 

menghitung, menyetor, serta malaporkan sendiri pajaknya. Berikut ciri-ciri 

dari Self Assessment System adalah; 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib 

Pajak sendiri; 
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2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang; 

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

Contoh Self Assessment System adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), 

Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). 

c. With Holding System 

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak 

yang bersangutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada 

pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.  

 

2.1.8 Syarat Pemungutan Pajak 

 Agar pemungutan pajak tidak menimbukan hambatan atau perlawanan, 

maka menurut Mardiasmo (2011:2) pemungutan pajak harus memenuhi syarat 

sebagai berikut: 

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-

undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-

undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta 

disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam 

pelaksaanya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk 

mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran pajak dan mengajukan 

banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. 

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis) 

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara 

maupun warganya. 
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c. Tidak menggunakan perekonomian (Syarat Ekonomi) 

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 

maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian 

masyarakat. 

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) 

Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat 

ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutanya. 

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhanan 

Sistem pemungutan sederhana akan memudahkan dan mendororng 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah 

dipenuhi oleh Undang-undang perpajakan yang baru. 

 

2.2 Pajak Daerah 

2.2.1  Dasar Hukum 

 Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah : 

a. Undang-Undang No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah; 

b. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah; 

c. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 

 

2.2.2 Pengertian Pajak Daerah 

 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menjelaskan pengertian Pajak Daerah 

adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau  

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak  

mendapatkan imbalan secara langsung  dan digunakan untuk keperluan Daerah  

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
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2.2.3 Wajib, Subjek dan Objek Pajak Daerah 

a. Wajib Pajak Daerah 

Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang 

terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. 

b. Subjek Pajak Daerah 

Subjek Pajak Daerah orang  pribadi  atau  Badan  yang  dapat  dikenakan 

Pajak daerah.  

c. Objek Pajak Daerah 

Objek Pajak daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh orang pribadi 

atau badan yang dapat menimbulkan hutang pajak daerah. 

 

2.2.4 Wewenang Pemungutan Pajak Daerah 

Kurniawan dan Purwanto (2004:47) mengemukakan bahwa kewenangan 

pemungutan pajak atas objek pajak di daerah, dibagi menjadi: 

a. Pajak daerah provinsi, dan 

b. Pajak daerah kabupaten atau kota. 

 Kewenangan tersebut memiliki perbedaan dalam pemungutanya. 

Perbedaan tersebut sebagai berikut: 

a. Pajak provinsi kewenangan pemungut ada pada pemerintah daerah provinsi, 

sedangkan pajak kabupaten/kota kewenangan pemungutan ada pada 

pemerintah daerah kabupaten/kota; 

b. Objek pajak kabupaten/kota lebih luas dibandingkan dengan objek pajak 

provinsi selain itu objek pajak kabupaten/kota masih dapat diperluas 

berdasarkan peraturan pemerintah daerah selama tidak bertentangan dengan 

ketentuan yang ada. Sedangkan pajak provinsi apabila ingin diperluas 

objeknya harus melalui perubahan dalam undang-undang. 
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2.2.5 Pengelompokkan Pajak Daerah 

Berdasarkan wilayah pemungutannya pajak daerah dibagi menjadi 2 : 

A. Pajak Provinsi  

Menurut Prakoso (2003: 3) menyatakan bahwa Pajak Provinsi adalah 

pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat provinsi.  

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 pajak provinsi terdiri 

atas: 

1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan; 

5) Pajak Rokok. 

B. Pajak Kabupaten/Kota  

Pajak Kabupaten/Kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah 

daerah tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 

pajak Kabupaten/Kota terdiri atas : 

1) Pajak Hotel; 

2) Pajak Restoran; 

3) Pajak Hiburan; 

4) Pajak Parkir; 

5) Pajak Reklame; 

6) Pajak Sarang Burung Walet; 

7) Pajak Penerangan Jalan; 

8) Pajak Mineral Non Logam dan Batuan (Galian C); 

9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

10) Pajak Air Bawah Tanah; 

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

 

2.2.6 Tarif Pengenaan Pajak Daerah 

Tarif jenis pajak daerah menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  paling tinggi sebesar : 
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A. Pajak Propinsi : 

1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10%; 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 20%; 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10%; 

4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 10%; 

5) Pajak Rokok 10%. 

B. Pajak Kabupaten/Kota: 

1) Pajak Hotel 10%; 

2) Pajak Restoran 10%; 

3) Pajak Hiburan 35%; 

4) Pajak Parkir 30%; 

5) Pajak Reklame 25%; 

6) Pajak Sarang Burung Walet 10%; 

7) Pajak Penerangan Jalan 10%; 

8) Pajak Mineral Non Logam dan Batuan (Galian C) 25%; 

9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 0.3%; 

10) Pajak Air Bawah Tanah 20%; 

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5% 

 

2.3 Pajak Hotel 

2.3.1 Definisi Pajak Hotel 

Menurut Kurniawan dan Purwanto  (2004:69)  Pajak Hotel adalah 

bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, 

memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, 

termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yag 

sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Sedangkan pajak hotel adalah 

pajak pajak atas pelayanan pajak hotel. 

 

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Hotel 

a. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 
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b. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak 

Daerah. 

c. Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. 

 

2.3.3 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Hotel 

a. Objek Pajak  

Menurut Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2012 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 2 Tahun 2011 Tentang 

Pajak Daerah, Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh 

Hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan 

Hotel yang sifatnya memberikan kemudahah  dan kenyamanan termasuk 

fasilitas olahraga dan hiburan, jasa penunjang yang dimaksud yaitu seperti; 

telepeon, fleksimile, telexs, internet, fotocopy, pelayanan cuci, transportasi, 

dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola pihak Hotel. 

Rincian dalam Objek pajak Hotel meliputi; 

1) Hotel;  

2) Motel;  

3) Losmen; 

4) Gubug Pariwisata;  

5) Wisma Pariwisata; 

6) Pesanggrahan; 

7) Rumah Kost dengan kamar lebih dari 10; 

8) Rumah Penginapan (Homestay). 

Menurut Kurniawan dan Purwanto (2013:70) Objek Pajak adalah 

pembayaran yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk: 

a) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek; 

b) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau 

tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan 

kenyamanan; 
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c) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakna khusus untuk tamu hotel, 

bukan untuk umum; 

d) Jasa persewahan ruangan untuk kegiatan atau pertemuan di hotel 

Tidak termasuk dalam Objek pajak Hotel menurut Peraturan Daerah 

Kabupaten Banyuwangi No. 14 Tahun 2012, adalah: 

1) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, 

Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah; 

2) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; 

3) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; 

4) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti 

asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan 

5) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh 

Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. 

b. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan 

pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.    

c. Wajib Pajak hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. 

Pada hotel yang tidak berbintang atau hotel standart ekonomi 

kebawah tidak memiliki tempat bangunan Restoran dan Hotel tersebut bisa 

melayani pemesanan makan melalui kasir yang ada di hotel , secara garis 

besar pelayanan makanan dan/atau minuman dikenakan pajak restoran akan 

tetapi pada Dinas Pendapatan Daerah tidak sanggup untuk memungut pajak 

restorannya dikarenakan di Kota Banyuwangi tidak memiliki banyak hotel 

berbintang yang mempunyai fasilitas restoran. 

 

2.3.4 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara perhitungan pajak 

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 14 Tahun 

2012 dasar pengenaan pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang 

seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan paling besar 10%, 

besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 

sebagaimana dimaksud diatas. Wajib pajak hotel wajib mencantumkan tarif pajak 

hotel sebesar 10% dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak 
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hotel, dalam hal wajib pajak tidak mencantumkan tarif pajak hotel dalam bukti 

transaksi yang diberikan kepada subjek pajak hotel, maka jumlah pembayaran 

telah termasuk pajak hotel. Besarnya pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung 

dengan cara mengalikan dengan tarif yang telah ditentukan adalah 10%. 

Secara umum penghitungan pajak hotel adalah sesuai rumus berikut: 

 

 

 

DPP(Dasar Pengenaan Pajak) X Tarif 10% 
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BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI 

 

3.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi 

Pada tahun 2009 terjadi efensiasi organisasi, Dispenda  digabung menjadi 

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) yang berkantor di 

Jalan Adi Sucipto Banyuwangi. DPPKD terdiri dari Bagian Keuangan, Kas 

Daerah, dan Dinas Pendapatan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menerbitkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 6 tahun 2011 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 

2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Cara Kerja Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Banyuwangi.  

 Bulan September tahun 2011 terjadi pemisahan lembaga secara tekhnis 

dengan lembaga administrasi. Yang menjadi lembaga tekhnis adalah Dinas 

Pendapatan Kabupaten Banyuwangi yang saat ini berkantor di Jalan Jaksa Agung 

Suprapto No. 140 Banyuwangi Sedangkan Lembaga Administrasi menjadi Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Negara (BPKAD) yang terdiri dari Bagian 

Keuangan, Kas Daerah, dan Aset yang berkantor di kantor Pemerintah Daerah 

Jalan Ahmad Yani No. 100 Kabupaten Banyuwangi. Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan tugasnya memiliki visi dan misi. 

Berikut visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi : 

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi : 

“PAD Sumber Utama APBD ( Pendapatan Asli Daerah menjadi Sumber Utama 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah )”. 

Sedangkan Misi  Dinas  Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi 

dirumuskan dengan mengacu pada visi dan tupoksi yang diemban, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas; 

2. Mewujudkan masyarakat sadar pajak dan retribusi; 

3. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


22 
 

4. Adapun Motto yang digunakan oleh Dinas pendapatan Daerah Banyuwangi 

Sebagai Berikut :  

“Dengan Pajak Banyuwangi Beranjak anda Membayar Banyuwangi 

Bersinar” 

Selain memiliki visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi 

memiliki strategi, antara lain sebagai berikut :  

1. Melakukan pemantauan,inventaris dan evaluasi terhadap potensi dan 

permasalahan-permasalahan pendapatan; 

2. Memanfaatkan seoptimal mungkin sumberdaya manusia yang ada, dalam 

rangka menjangkau pelayanan pajak dan retribusi secara maksimal; 

3. Melakukan koordinasi lintas SKPD dalam rangka peningkatan kinerja 

pendapatan daerah; 

4. Melakukan koordinasi secara intensif lintas SKPD dalam rangka pelaksanaan 

penerbitan wajib pajak dan retribusi daerah; 

5. Memberikan pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi daerah dengan 

sebaik-baiknya(ramah,transparan,cepat dan mudah) 

 Lokasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi: 

 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi berlokasi di Jalan Jaksa 

Agung Suprapto No. 140 Lingkungan Mojoroto Kelurahan Mojopanggung 

Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi. 

 

3.2 Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan 

3.2.1 Struktur Organisasi  

 Struktur Organisasi adalah suatu kerangka yang menunjukan hubungan 

antara pejabat maupun bidang-bidang kerja ataupun satu dengan yang lain 

sehingga jelas fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Fungsi struktur 

oganisasi sendiri adalah menjelaskan tugas, tanggung jawab dapat diarahkan guna 

mencapai tujuan suatu organisasi tersebut. Secara skematis struktur organisasi 

yang digunakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dapat 

dilihat dalam gambar 3.2.1 seperti berikut 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


24 
 

 

 

3.2.2 Deskripsi Jabatan 

Deskripsi Jabatan dan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Banyuwangi  terdiri atas: 

A. Kepala Dinas 

B. Sekretaris terdiri atas: 

1) Kasubag Administrasi Umum dan Kepegawaian; 

2) Kasubag Keuangan dan Perlengkapan; 

3) Kasubag Penyusun Program. 

C. Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri atas: 

1) Kasi Pendataan dan Penetapan; 

2) Kasi Pendataan; 

3) Kasi Penetapan 

D. Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan terdiri atas: 

1) Kasi Bidang Pengihan, Pengendalian dan Pelaporan; 

2) Kasi Penagihan; 

3) Kasi Pengendalian Operasional; 

4) Kasi Pelaporan. 

E. Bidang PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan/atau Bangunan) terdiri atas: 

1) Kasi PBB dan BPHTB; 

2) Kasi PBB; 

3) Kasi BPHTB. 

F. Bidang Pengelolaan Pasar terdiri atas: 

1) Kasi Pengelolaan Pasar; 

2) Kasi Retribusi dan Perizinan; 

3) Kasi Pemeliharaan, Kebersihan dan Ketertiban. 
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Menurut Peraturan Bupati Banyuwangi No. 56 Tahun 2011, adapun 

deskripsi jabatan Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai 

berikut :  

A. Kepala Dinas memiliki tugas sebagai berikut : 

1) Merumuskan kebijakan, penyusunan/perencanaan teknis, pemberian 

bimbingan/penyuluhan di bidang pendapatan dan pengelolaan pasar; 

2) Memimpin segala usaha dan kegiatan perencanaan pelaksanaan tugas pokok 

dinas; 

3) Melaksanakan penghitungan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi 

daerah; 

4) Melaksanakan pendaftaran, pendataan wajib dan objek pajak daerah dan 

retribusi daerah; 

5) Mengkordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendapatan 

dan pengelolaan pasar. 

6) Melaksanakan  pembinaan  teknis  dan  administratif  pada  unit  pelaksana  

teknis  dinas  dan  pejabat  fungsional  di  lingkungan  Dinas Pendapatan; 

7) Melaksanakan  pembinaan  pegawai  di  lingkungan  Dinas Pendapatan; 

8) Melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Bupati  sesuai dengan tugas 

dan fungsinya; 

9) Memonitor  serta  mengevaluasi  pelaksanaan  tugas  bawahan agar sasaran 

dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku; 

10) Menyampaikan  laporan  hasil  evaluasi,  saran  dan pertimbangan  di bidang  

tugas  dan  fungsinya  kepada  Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

B. Sekretaris  

Sekretaris memiliki tugas pokok menyusun rencana kegiatan, 

melaksanakan, mengkordinasikan dan pengendalian kegiatan pengelolaan 

keuangan, kepegawaian, perlengkapan, urusan umum dan penyusunan program. 

Selain tugas pokok tersebut, sekretaris juga memiliki tugas : 

1)  Menyusun  rencana  sekretariat  berdasarkan  rencana kerja dinas; 
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2) Menyelenggarakan  administrasi  umum,  kepegawaian, keuangan dan 

perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi 

dinas; 

3) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di 

lingkungan dinas; 

4) Menyelenggarakan  hubungan  kerja  di  bidang  administrasi dengan satuan 

kerja perangkat daerah terkait; 

5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling 

mendukung;  

6) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pertimbangan karier;  

7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok 

dan fungsinya; 

8) Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 

Untuk melaksanakan tugas pokonya sekretaris memiliki beberapa fungsi, 

diantaranya : 

1) Pengelolaan  dan  pelayanan  administrasi  umum, kepegawaian, keuangan  

dan  perlengkapan  untuk mendukung  kelancaran  pelaksanaan  tugas  dan 

fungsi dinas; 

2) Pengkoordinasian  pelaksanaan  penyusunan  program  dan kegiatan di 

lingkungan dinas; 

3) Penyelenggaraan  hubungan  kerja  di  bidang  administrasi dengan satuan 

kerja perangkat daerah terkait; 

4) Pelaksanaan  tugas-tugas  lain  yang  diberikan  oleh kepala dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Dalam melaksanakan tugasnya bidang kesekretariatan dibantu oleh kepala 

seksi. Masing-masing kepala seksi memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut : 

A. Kepala  Sub  Bagian  Umum  dan  Kepegawaian  mempunyai tugas: 

1) Menyusun  rencana  Sub  Bagian  Umum  dan  Kepegawaian sesuai dengan 

rencana kerja dinas; 

2) Melaksanakan  pelayanan  administrasi  umum,  urusan dalam,  urusan surat-

menyurat,  ketatalaksanaan  dan kepegawaian; 
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3) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling 

mendukung; 

4) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier;  

5) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok 

dan fungsinya; 

6) Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 

B. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas: 

1) Menyusun  rencana  Sub  Bagian  Keuangan  dan Perlengkapan sesuai dengan 

rencana kerja dinas;  

2) Melaksanakan  pengelolaan,  pengadministrasian  dan pembukuan keuangan 

dinas; 

3) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan 

keuangan dinas; 

4) Menyusun  rencana  kebutuhan  dan  mendistribusikan barang perlengkapan; 

5) Menyiapkan  bahan  untuk  penghapusan  barang  serta melakukan 

inventarisasi  barang  yang  dikelola  maupun dikuasai dinas; 

6) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling 

mendukung; 

7) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier; 

8) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok 

dan fungsinya;  

9) Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 

C. Kepala  Sub  Bagian  Penyusunan  Program  mempunyai tugas: 

1) Menyusun  rencana  Sub  Bagian  Penyusunan  program sesuai dengan 

rencana kerja dinas; 

2) Menghimpun  bahan  dalam  rangka  perencanaan  program, kegiatan dan 

anggaran dinas; 

3) Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dinas;  

4) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling 

mendukung; 

5) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier; 
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6) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan olehatasan sesuai tugas pokok 

dan fungsinya; 

7) Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan.  

C. Bidang Pendataan dan Penetapan 

Bidang  Pendataan  dan  Penetapan  mempunyai  tugas   pokok 

melaksanakan kegiatan pendataan wajib pajak daerah (kecuali PBB  dan  

BPHTB),  dan  retribusi  daerah,  penghitungan  dan penetapan  jumlah pajak  

daerah  dan  retribusi  daerah  yang terhutang. Selain memiliki fungsi pokok 

bidang Pendataan dan Penetapan memiliki beberapa tugas diantaranya : 

1) Menyusun  rencana  Bidang  Pendataan  dan  Penetapan sesuai dengan 

rencana kerja Dinas; 

2) Mengolah  data  subyek  dan  obyek  pajak,  dan  retribusi daerah melalui  

Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi/ 

lapangan atas tembusan surat dinas dari Instansi lainnya; 

3) Menyusun    daftar  induk  wajib  pajak  daerah,  dan  wajib retribusi daerah, 

menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan 

pendataan; 

4) Melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah  pajak daerah, dan 

retribusi daerah; 

5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling 

mendukung; 

6) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier;  

7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok 

dan fungsinya; 

8) Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Pendataan dan Penetapan 

memiliki beberapa fungsi, yaitu : 

1) Pengolahan   data  subyek  dan  obyek  pajak  (kecuali PBB dan  BPHTB), 

dan  retribusi  daerah  melalui  Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) 

serta pemeriksaan lokasi/lapangan  atas  tembusan  surat  dinas  dari  instansi 

lainnya; 
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2) Penyusunan   Daftar  Induk  Wajib  Pajak  Daerah  (kecuali PBB dan 

BPHTB), dan wajib retribusi daerah; 

3) Penyimpanan  surat  perpajakan  dan  retribusi  daerah  yang berkaitan dengan 

pendataan; 

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya. 

A. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyaitugas : 

1) Menyusun  rencana  Bidang  Pendataan  dan  Penetapan sesuai dengan 

rencana kerja Dinas;  

Mengolah  data  subyek  dan  obyek  pajak,  dan  retribusi daerah  melalui 

Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terhutang(SPPT) serta pemeriksaan lokasi/ 

lapangan atas tembusan surat dinas dari Instansi lainnya;  

2) Menyusun  daftar  induk  wajib  pajak  daerah,  dan  wajib retribusi daerah, 

menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan 

pendataan; 

3) Melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah  pajak daerah, dan 

retribusi daerah; 

4) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling 

mendukung; 

5) Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier; 

6) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan olehatasan sesuai tugas pokok 

dan fungsinya; 

7) Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 

B. Kepala Seksi Pendataan memiliki tugas : 

1. Menyusun  rencana  kerja  Seksi  Pendataan  sesuai  dengan rencana kerja 

dinas; 

2. Menghimpun,  mengelola  dan  mencatat data  obyek  pajak, dan subyek 

pajak serta retribusi daerah; 

3. Melakukan  pemeriksaan  lapangan/lokasi,  menyusun laporan hasil dan 

daftar formulir SPT yang belum diterima kembali;  
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4. Mendistribusikan  dan  menerima  kembali  formulir pendaftaran yang telah 

diisi oleh wajib pajak dan retribusi daerah; 

5. Membuat  dan  memelihara  daftar  induk  wajib  pajak  dan retribusi daerah; 

6. Menyusun  laporan  formulir  pendaftaran  wajib  pajak  dan retribusi daerah 

yang diterima kembali; 

7. Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD); 

8. Menyimpan  arsip  surat  perpajakan  dan  retribusi  daerah yang berkaitan 

dengan pendataan; 

9. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling 

mendukung; 

10.  Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier; 

11. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas  

pokok dan fungsinya; 

12. Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 

C. Kepala Seksi Penetapan memiliki tugas : 

1. Menyusun rencana kerja Seksi Penetapan sesuai  dengan rencana kerja dinas 

2. Melaksanakan penghitungan penetapan  pajak  daerah dan  retribusi daerah; 

3. Melaksanakan  penerbitan,  pendistribusian  dan penyimpanan  arsip surat  

perpajakan  dan  retribusi  daerah yang berkaitan dengan penetapan; 

4. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling 

mendukung; 

5. Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier; 

6. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok 

dan fungsinya; 

7. Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 

D. Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan  

Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan memiliki tugas pokok 

diantaranya yaitu : 

1. Melaksanakan  penagihan  pajak  daerah  dan  retribusi daerah (kecuali   PBB  

dan  BPHTB)  yang  telah  melampaui batas  waktu  jatuh tempo, melayani  

keberatan  dan permohonan  banding  serta  mengumpulkan  dan  mengolah 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


31 
 

 

data  sumber-sumber  penerimaan  daerah  lainnya  sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

2. Melaksanakan  perencanaan,  pengendalian  operasional serta pengawasan 

intern terkait dengan pelaksanaan  pada Bidang Pendataan dan  Penetapan,  

Bidang  Penagihan, Pengendalian  Operasional  dan Pelaporan,  Bidang  PBB 

dan BPHTB dan Bidang Pengelolaan Pasar Bidang PBB dan BPHTB Bidang 

Pengelolaan Pasar. 

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Penagihan, Pengendalian 

Pelaporan Pendapatan mempunyai fungsi : 

1) Pelaksanaan penagihan  pajak  daerah  (kecuali  PBB  dan BPHTB) serta  

memberikan  pelayanan  keberatan  sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

2) Penyiapan laporan  realisasi  penerimaan  dan  tunggakan 

pemungutan/pembayaran/penyetoran  pajak  daerah, retribusi  daerah, 

realisasi  penerimaan/pengeluaran  dan sisa persediaan benda berharga secara 

berkala; 

3) Perencanaan,  pengendalian  operasional  dan  pengawasan intern terkait  

dengan   pelaksanaan  pada   Bidang Pendataan  dan Penetapan, Bidang  

Penagihan, Penendalian dan Pelaporan, Bidang PBB dan BPHTB dan Bidang 

Pengelolaan Pasar; 

4) Pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala  Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

A. Kepala  Bidang  Penagihan,  Pengendalian  dan  Pelaporan mempunyai tugas: 

1. Menyusun   rencana  Bidang  Penagihan  dan  Pelaporan pendapatan sesuai 

dengan rencana kerja Dinas; 

2. Melaksanakan   penagihan  pajak  daerah  dan  retribusi daerah serta  

memberikan  pelayanan  keberatan  sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

3. Menyusun  laporan  realisasi  penerimaan  dan  tunggakan 

pemungutan/pembayaran/penyetoran  pajak  daerah  dan retribusi daerah dan 

realisasi penerimaan/pengeluaran; 

4. Melaksanakan  perencanaan,  pengendalian  operasional dan pengawasan  

intern  terkait  dengan  pelaksanaan  pada Bidang Pendataan  dan  Penetapan,  
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Bidang  Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan, Bidang PBB dan BPHTB 

dan Bidang Pengelolaan Pasar; 

5. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling 

mendukung; 

6. Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier; 

7. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok 

dan fungsinya; 

8. Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 

A. Kepala Seksi Penagihan mempunyai tugas: 

1. Menyusun  rencana  kerja  Seksi  Penagihan  Pendapatan sesuai dengan 

rencana kerja Dinas; 

2. Menerbitkan  surat  tagihan  pajak  daerah  dan  retribusi daerah; 

3. Menerima  dan  memproses  permohonan  keberatan  dari wajib pajak daerah 

dan wajib retribusi daerah; 

4. Memproses  penerbitan  surat  persetujuan  dan  atau penolakan permohonan 

keberatan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah; 

5. Menerima  semua  hasil  penagihan,  penerimaan  dan menyetorkan langsung 

ke rekening umum kas daerah; 

6. Melaksanakan  pembinaan  teknis  operasional,  bimbingan dan  petunjuk  

kepada  semua  unit  kerja  daerah  yang melaksanakan pemungutan pajak 

daerah; 

7. Melaksanakan penertiban pajak daerah; 

8. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling 

mendukung; 

9. Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier; 

10. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok 

dan fungsinya; 

11. Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 

B. Kepala Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas: 

1. Menyusun rencana seksi pengendalian operasional  sesuai dengan rencana 

kerja dinas; 
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2. Melaksanakan  kegiatan  perencanaan,  pengendalian  dan  pengawasan  

administrasi  atas  pelaksanaan  pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan 

lainnya; 

3. Menyelenggarakan  pembinaan  teknis  operasional, bimbingan dan  petunjuk  

kepada  unit  kerja  daerah  yang melaksanakan pemungutan pajak daerah, 

retribusi daerah dan pendapatan lainnya; 

4. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling 

mendukung; 

5. Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier; 

6. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok 

dan fungsinya; 

7. Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 

C. Kepala Seksi Pelaporan mempunyai tugas: 

1. Menyusun  rencana  kerja  Seksi  Pelaporan  Pendapatan sesuai dengan 

rencana kerja dinas; 

2. Menyiapkan  laporan  secara  berkala  mengenai  realisasi penerimaan  dan  

tunggakan  pajak  daerah  dan  retribusi daerah  serta  pendapatan  daerah  

lainnya  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

3. Menyelenggarakan  pembukuan  semua  hasil  penerimaan daerah; 

4. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling 

mendukung; 

5. Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier; 

6. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok 

dan fungsinya; 

7. Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan.  

E. Bidang PBB dan BPHTB 

Bidang  PBB  dan  BPHTB  mempunyai  tugas  pokok melaksanakan 

kegiatan  Pendataan  Wajib  Pajak  Bumi  dan Bangunan  (PBB)  dan  Bea  

Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan Bangunan (BPHTB), melaksanakan 

penghitungan, penetapan dan  penagihan  jumlah  pajak  yang  telah melampaui  

batas waktu  jatuh  tempo,  melayani  keberatan  dan permohonan banding serta 
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pelaporan. Untuk  melaksanakan  tugas  pokoknya Bidang PBB dan BPHTB 

mempunyai fungsi :  

1. Pengolahan   data  subyek  dan  obyek  PBB  dan  BPHTB melalui Surat  

Pemberitahuan  Pajak  Terhutang  (SPPT) serta  pemeriksaan  lokasi/lapangan  

atas  tembusan  surat dinas dari Instansi lainnya; 

2. Penyusunan   daftar  Induk  Wajib  Pajak  PBB  dan  BPHTB, dan 

penyimpanan surat perpajakan yang berkaitan denganpendataan; 

3. Penghitungan dan penetapan jumlah pajak yang terhutang serta menghitung  

besarnya  angsuran  atas  permohonan wajib pajak;  

4. Penyusunan  laporan  realisasi  penerimaan  dan  tunggakan 

pemungutan/pembayaran/penyetoran PBB dan BPHTB; 

5. Penagihan PBB dan BPHTB serta memberikan pelayanan keberatan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya. 

a) Kepala Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas : 

1. Menyusun  rencana  Bidang  PBB  dan  BPHTB   sesuai dengan rencana kerja 

Dinas; 

2. Mengolah    data  subyek  dan  obyek  PBB  dan  BPHTB melalui  Surat  

Pemberitahuan  Pajak  Terhutang  (SPPT) serta  pemeriksaan lokasi / 

lapangan  atas  tembusan  surat dinas dari Instansi lainnya; 

3. Menyusun    daftar  Induk  wajib  PBB  dan  BPHTB  dan menyimpan surat 

perpajakan; 

4. Melaksanakan   penghitungan  dan  penetapan  jumlah  PBB dan BPHTB  

yang  terhutang  serta  menghitung  besarnya angsuran atas permohonan 

wajib pajak; 

5. Melaksanakan  penagihan  PBB  dan  BPHTB  serta memberikan pelayanan  

keberatan  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku; 

6. Menyediakan    konsep  perencanaan  pendapatan  daerah yang bersumber 

dari PBB dan BPHTB; 
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7. Menyediakan  bahan  informasi  penerimaan  PBB  dan BPHTB sebagai  

bahan  penyusunan  laporan  realisasi penerimaan; 

8. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling 

mendukung; 

9. Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier; 

10. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan olehatasan sesuai tugas pokok 

dan fungsinya;  

11. Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 

b) Kepala Seksi PBB mempunyai tugas :  

1. Menyusun  rencana  Seksi  PBB  sesuai    dengan  rencana kerja dinas; 

2. Menghimpun, mengelola, mendata obyek dan subyek  PBB serta menetapkan 

SPT PBB;  

3. Melakukan  pemeriksaan  lapangan/lokasi  dan  menyusun laporan hasil dan 

daftar formulir SPT yang belum diterima kembali;  

4. Mendistribusikan  dan  menerima  kembali  formulir pendaftaran yang telah 

diisi oleh wajib pajak; 

5. Membuat dan memelihara daftar induk wajib PBB; 

6. Membuat  laporan  tentang  formulir  pendaftaran  wajib  PBB yang diterima 

kembali; 

7. Menetapkan  Nomor  Pokok Wajib  Pajak  Daerah  (NPWPD) khusus PBB; 

8. Menyimpan  arsip  surat  perpajakan  PBB  yang  berkaitan dengan pendataan 

pendapatan; 

9. Menyampaian  Surat  Pemberitahuan  Obyek  Pajak  (SPOP) PBB kepada 

wajib pajak; 

10. Menerbitkan surat tagihan PBB; 

11. Menerima  dan  memproses  permohonan  keberatan  dari wajib PBB; 

12. Memproses  penerbitan  surat  persetujuan  dan/atau penolakan 

 permohonan keberatan wajib pajak; 

13. Menerima  semua  hasil  penagihan,  penerimaan  dan menyetorkan 

 langsung ke rekening umum kas daerah; 
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14. Melaksanakan  pembinaan  teknis  operasional,  bimbingan dan petunjuk  

kepada  semua  unit  kerja  daerah  yang melaksanakan pemungutan  pajak  

daerah,  PBB  dan pendapatan daerah lainnya; 

15. Melaksanakan pengolahan data pajak PBB sebagai bahan penyusunan laporan 

penerimaan pendapatan; 

16. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling 

mendukung; 

17. Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier; 

18. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok 

dan fungsinya; 

19. Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 

c) Kepala Seksi BPHTB mempunyai tugas : 

1. Menyusun rencana Seksi BPHTB sesuai dengan rencana kerja Dinas; 

2. Menghimpun, mengelola, mendata obyek dan subyek  PBB serta menetapkan 

SPT BPHTB; 

3. Melakukan  pemeriksaan  lapangan/lokasi  dan  menyusun laporan hasil dan 

daftar formulir SPT yang belum diterima kembali; 

4. Mendistribusikan  dan  menerima  kembali  formulir pendaftaran yang telah 

diisi oleh wajib pajak BPHTB; 

5. Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak BPHTB; 

6. Membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak BPHTB yang 

diterima kembali; 

7. Menetapkan  Nomor  Pokok Wajib  Pajak  Daerah  (NPWPD) khusus pajak 

BPHTB; 

8. Menyimpan arsip surat perpajakan BPHTB yang berkaitan dengan pendataan 

pendapatan; 

9. Menyampaian  Surat  Pemberitahuan  Obyek  Pajak  (SPOP) BPHTB kepada 

wajib pajak; 

10. Menerbitkan surat tagihan pajak BPHTB; 

11. Menerima  dan  memproses  permohonan  keberatan  dari wajib pajak      

BPHTB; 
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12. Memproses  penerbitan  surat  persetujuan  dan  atau penolakan permohonan 

keberatan wajib pajak BPHTB; 

13. Menerima  semua  hasil  penagihan,  penerimaan  dan Menyetorkan langsung 

ke rekening umum kas daerah; 

14. Melaksanakan  pembinaan  teknis  operasional,  bimbingan dan petunjuk   

kepada  semua  unit  kerja  daerah  yang melaksanakan pemungutan pajak 

BPHTB; 

15. Melaksanakan  pengolahan  data  pajak  BPHTB  sebagai bahan penyusunan  

laporan penerimaan pendapatan; 

16. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling  

mendukung; 

17. Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier;  

18. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok 

dan fungsinya; 

19. Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 

F. Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai  tugas  pokok melaksanakan 

penyusunan  dan  pelaksanaan  program pengelolaan pasar.  

Untuk  melaksanakan  tugas  pokoknya Bidang Pengelolaan Pasar 

mempunyai fungsi : 

1. Perumusan  kebijakan  dan  penyusunan  rencana  teknis pengelolaan pasar  

termasuk  di  dalamnya  peningkatan sarana dan prasarana; 

2. Pelayanan  masyarakat  menyangkut  penyediaan  tempat yang  sehat dan  

memenuhi  syarat  untuk  berjualan  dan berbelanja bagi masyarakat; 

3. Pelaksanaan proses perizinan penempatan/sewa menyewa atas bangunan 

pasar; 

4. Pemungutan retribusi atas jasa tempat sewa dan jasa-jasa lainnya sesuai  

dengan  ketentuan  peraturan  perundangundangan yang berlaku; 

5. Pemeliharaan, kebersihan dan keamanan pasar;  

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan 

fungsinya. 

a) Kepala Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas:  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


38 
 

1. Menyusun   rencana  Bidang  Pengelolaan  Pasar   sesuai dengan rencana 

kerja Dinas; 

2. Melaksanakan  pengaturan  penempatan  pedagang  dalam pasar; 

3. Melaksanakan  proses  perizinan  penempatan/sewa menyewa atas bangunan 

dalam pasar; 

4. Melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa tempat sewa dan  jasa jasa  

lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang undangan yang 

berlaku; 

5. Melaksanakan  pembukuan  atas  hasil  retribusi  serta pendapatan lainnya; 

6. Melaksanakan  pemeliharaan  bangunan,  kebersihan, ketertiban dan 

keamanan pasar; 

7. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling 

mendukung; 

8. Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier;  

9. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas    

pokok dan fungsinya; 

10. Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 

b) Kepala Seksi Retribusi dan Perizinan mempunyai tugas : 

1. Menyusun  rencana  Seksi  Retribusi  dan  Perizinan   sesuai dengan rencana 

kerja Dinas; 

2. Melaksanakan  pemungutan  atas  retribusi  pasar  serta pendapatan lain dari 

hasil pengelolaan pasar; 

3. Melaksanakan  pembukuan  semua  hasil  retribusi  pasar serta pendapatan 

lain dari hasil pengelolaan pasar; 

4. Membantu  melaksanakan  proses  administrasi  izin penempatan / sewa 

menyewa dari bangunan pasar; 

5. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling 

mendukung; 

6. Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier; 

7. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok 

dan fungsinya; 
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8. Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas / kegiatan  kepada atasan. 

c) Kepala  Seksi  Pemeliharaan,  Kebersihan  dan  Ketertiban mempunyai tugas : 

1. Menyusun  rencana  Seksi  Pemeliharaan,  Kebersihan  dan Ketertiban sesuai 

dengan rencana kerja dinas; 

2. Melaksanakan  kegiatan  pemeliharaan  bangunan  pasar, kebersihan dan 

ketertiban pasar; 

3. Mengadakan  pengawasan  keamanan  dan  melaksanakan tindakan yang 

bersifat preventif maupun represif; 

4. Melakukan  tindakan  penyegelan  dan  pembukaan  kembali terhadap 

kios/toko yang bermasalah; 

5. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling 

mendukung; 

6. Menilai  hasil  kerja  bawahan  untuk  bahan  pengembangan karier; 

7. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok 

dan fungsinya; 

8. Melaporkan  hasil  pelaksanaan  tugas/kegiatan  kepada atasan. 
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Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi 
Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, 2016 
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BAB 5. PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan 

pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, maka dapat ditarik 

kesimpulan dalam Mekanisme Pendataan dan Penetapan Pajak Hotel pada Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yaitu : 

a. Wajib pajak Hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yaitu 

pengusaha bangunan Hotel. 

b. Pendataan Pajak Hotel dilaksanakan setelah adanya bangunan usaha Hotel baru 

yang telah menjalankan usaha selama satu bulan pertama. 

c. Penetapan pajak Hotel dilaksanakan setelah pajak terutang dihitung oleh bagian 

penetapan yang dicetak melalui SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). 

d. Penyetoran pajak Hotel yang terutang disetorkan oleh wajib pajak ke bank jatim 

dengan membawa SKPD sebagai bukti setor dan bukti penetapan pajak mineral 

bukan logam dan batuan yang terutang. 

e. Petugas penetapan menerima SKPD bertanda lunas dari wajib pajak kemudian 

petugas menghapus hutang pajak. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan oleh penulis di 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, maka saran yang bisa 

disampaikan adalah:  

a. Beberapa pengusaha Hotel masih belum bias menjadi wajib pajak yang taat akan 

pajak. Seharusnya mereka lebih taat membayar pajak sesuai dengan pendapatan 

atau omset yang sebenarnya; 
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b. Petugas dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi harus berusaha 

lebih keras untuk menghadapi wajib pajak yang tidak mentaati peraturan yang 

ada. Petugas harus lebih pintar dan memiliki banyak stategi dalam meningkatkan 

PAD Kabupaten banyuwangi agar pengusaha Hotel berkenan membayar pajak 

yang sesuai dengan pendapatan atau omset Hotel. 

c. Petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang khusunya pada 

Bidang Pendataan dan Penetapan lebih giat dalam meminimalisir wajib pajak 

yang tidak bayar dan/atau jatuh tempo dalam melakukan penyetoran pada kas 

daerah. 

d. DISPENDA Kabupaten Banyuwangi bisa menerapkan sistem Occoponity untuk 

mengetahui Data riil untuk pelaporan omset bulanan. 
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